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ABSTRAK 
 
Nama   :  Nikmawati 
Nim   :  50400113053 
Judul Skripsi  : Fungsi Pengawasan dalam Mekanisme Penghimpunan dan 
Penyaluran Zakat di Desa Sapanang Kecamatan Binamu 
Kabupaten Jeneponto 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Pengawasan dalam 
Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Desa Sapanang Kecamatan 
Binamu Kabupaten Jeneponto. Yang kemudian menyajikan dua subtansi 
permasalahan yaitu: (1) Bagaimana Pengelolaan Zakat di Desa Sapanang Kecamatan 
Binamu Kabupaten Jeneponto? (2) Bagaimana Pengawasan dalam Mekanisme 
Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Desa Sapanang Kecamatan Binamu 
Kabupaten Jeneponto?  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
Manajemen, yaitu pendekatan manajemen sebagai fungsi dalam pengawasan dan 
penghimpunan dan penyaluran zakat sebagai model pelaksanaan. Sumber data 
penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder melalui proses 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 
tiga orang, yakni Pengawas Amil Zakat Desa Sapanang, Penghimpun Zakat Desa 
Sapanang dan Penyalur Zakat Desa Sapanang. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat Desa Sapanang 
meliputi penghimpunan dan penyaluran zakat. penghimpunan zakat Desa Sapanang 
dilakukan disetiap dusun dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam 
mengumpulkan zakat, prosedur pengumpulan tersebut meliputi pencatatan nama 
muzakki, jenis zakat dan jumlah tanggungan zakat. Dalam penyaluran zakat yang 
dilakukan oleh amil zakat Desa Sapanang masih tergolong tradisional, yaitu 
menyalurkan zakat dengan bentuk konsumtif yang sifatnya hanya sementara tetapi 
dengan kadar zakat yang disesuaikan dengan kondisi mustahik, pengawasan zakat di 
Desa Sapanang terdiri dari pengawasan internal dan eksternal, pengawasan internal 
dilakukan oleh pihak amil zakat Desa Sapanang dan pengawasan eksternal dilakukan 
oleh KUA Kecamatan Binamu. 
Implikasi penelitian ini yaitu (1) penyaluran zakat yang dilakukan oleh amil 
zakat Desa Sapanang yang masih tergolong tradisional perlu lebih dibenahi guna 
mencapai tujuan zakat yang mampu memberikan perubahan kesejahtraaan kepada 
mustahik, (2) Amil zakat Desa Sapanang perlu membuat standar pengelolaan zakat 
agar pengawasan dapat lebih terarah, (3) laporan pengelolaan zakat Desa Sapanang, 
khususnya penyaluran zakat harus lebih jelas kepada siapa zakat diberikan guna 
menghindari penyimpangan sasaran zakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban Ilahiyah yang pasti dan 
perolehan zakat dianggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan harta benda 
serta tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapat ancaman siksa api neraka 
bagi penimbun harta. Dalam QS.At-Taubah/9:34 Allah berfirman 
                             
                        
                
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-
orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang 
dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. 
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih.
1
 
 
Zakat merupakan rukun Islam yang paling tampak, sebab di dalam zakat 
terdapat hak orang banyak. Islam memastikan keseimbangan pendapatan sehingga 
zakat dapat diupayakan sebagai instrumen pendapatan yang memungkinkan 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
2
 
                                                 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1996), h. 115. 
2
Didin Hafiuddin, Islam Aplikatif (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 51. 
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Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan 
agama Islam sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk menjadi dermawan 
dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian, dalam menjalankan 
kewajiban zakat, umat Islam tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa aset 
dan pendapatan yang dihitung tidak berlebih atau kewajiban dan pengeluarannya 
tidak dikurangi.
3
 
Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas 
keimanan, menyucikan jiwa, dan memberkahkan harta yang dimiliki.
4
 Zakat juga 
merupakan penyucian dari sifat buruk, pelit dan sarana bagi orang kaya untuk 
mendekatkan diri kepada-Nya. Firman Allah swt dalam QS. At-Taubah/9:103 
                             
      
Terjemahnya: 
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
5
 
 
Pengelolaan zakat sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, dimana dapat 
diketahui bahwa penyaluran zakat secara efektif dan efisien sangat penting. Zakat 
yang dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu 
                                                 
3
M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan 
Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana, 2006), h. 17. 
4
Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 
2002), h. 5. 
5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 162. 
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meningkatkan etos dan etika kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. 
Berdasarkan Undang-undang, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah 
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 
pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
6
 
Adapun fungsi-fungsi manajemen tidak lain berkaitan dengan fungsi 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan tentunya ada proses pengawasan 
yang harus diperhatikan, agar dana zakat tersebut bisa berfungsi optimal dan 
tersalurkan kepada yang lebih berhak secara proporsional dengan efektif dan efisien.
7
 
Dalam organisasi, pengawasan menduduki posisi penting karena pengawasan 
bertujuan untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan, penyelewengan, dan 
lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. 
Arti dari pengawasan memiliki banyak pengertian, menurut Hasibuan, 
pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan pelaksanaan kerja bawahan, agar 
rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terselenggara.
8
 
Tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat 
dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak 
sesuai dengan yang diprogramkan.
9
 
Proses pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus 
                                                 
6
 Republik Indonesia. Undang-Undang  RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, 
Bab 1, Pasal 1. 
7
Eri Sudewo, Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar (Ciputat: 
Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 64. 
8
S.P Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2005), h. 242. 
9
Eri Sudewo, h. 140. 
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dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan, dan untuk memperkecil 
tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat 
ditemukan penyebab kesalahan kerja tersebut dan dapat diluruskan.
10
 
Unsur pengawas dalam struktur organisasi pengelolaan zakat adalah Komisi 
Pengawas yang dibentuk oleh pemerintah atau pengurus zakat itu sendiri. Adapun 
tugas komisi pengawas dimuat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 
1999 Pasal 9 ayat 3, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tugas komisi pengawas 
adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan 
teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan 
pengembangan pengelolaan zakat.
11
 
Oleh karena itu dalam proses pengelolaan zakat perlu diawasi, agar tidak 
terjadi penyimpangan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dana zakat dapat 
berdaya guna secara tepat kepada masyarakat yang berhak. Dengan adanya 
pengawasan, pimpinan dalam lembaga zakat dapat mengetahui hasil dari 
menyalurkan zakat. Tentang apa-apa saja yang terlaksana dan sejauh mana 
pelaksaannya, apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Dari pengawasan tersebut 
pemimpin dapat mengambil tindakan-tindakan pencegahan terhadap kemungkinan 
terjadinya penyimpangan.
12
 
Begitu juga dengan pengelolaan zakat di Desa Sapanang, sebagai bentuk 
                                                 
10
Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif (Yogyakarta: 
Idea Press, 2011), h. 25. 
11
Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif, h. 50-51. 
12
 Abd. Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 136. 
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pengawasan yang dilakukan oleh pengelola zakat terhadap penyaluran dana zakat, 
maka dalam kurun waktu tertentu pengelola memberikan laporan kepada masyarakat 
sebagai bentuk transparansi dari dana yang telah dihimpun dan disalurkan. Hal 
tersebut dilakukan agar pengelolaan lebih optimal, karena dengan laporan tersebut 
pengawas dapat mengevaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan. 
Dari latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian guna 
mengetahui pengawasan zakat di suatu daerah khususnya di Desa Sapanang 
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto maka penulis mengangkat judul skripsi, 
yaitu “Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Zakat 
di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan 
keluar dari pokok permasalahan, oleh karena itu peneliti memfokuskan pada 
“pengawasan dalam pengelolaan  zakat fitrah di Desa Sapanang Kecamatan Binamu 
Kabupaten Jeneponto”. 
Pengelolaan zakat fitrah yang dimaksud merujuk kepada kegiatan 
pengumpulan dan penyaluran zakat firtah di Desa Sapanang Kecamatan Binamu 
Kabupaten Jeneponto. 
2. Deskripsi Fokus 
Orientasi penelitian ini dibatasi pada pengawasan dalam pengelolaan  zakat 
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fitrah di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 
Hal tersebut di atas dibatasi untuk menghindari pembahasan yang meluas dan 
tidak relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka penulis 
mengemukakan beberapa pengertian terhadapa kata yang dianggap perlu, yaitu 
a. Pengelolaan 
Pengelolaan adalah mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. 
Sedangkan kaitannya dengan zakat, pengelolaan adalah mengendalikan, 
menyelenggarakan, mengurus zakat yang dalam hal ini penghimpunan dan 
penyaluran zakat fitrah. 
b. Pengawasan 
Pengawasan adalah penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya usaha kerja. 
Yang dimaksud pengawasan pada pengelolaan zakat fitrah adalah pengarahan 
kebijakan jalannya penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan yakni: 
“Bagaimana Fungsi Pengawasan Dalam Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran 
Zakat di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto?”. Dari pokok 
masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa submasalah, yaitu 
1. Bagaimana Pengelolaan Zakat di Desa Sapanang Kecamatan Binamu 
Kabupaten Jeneponto? 
2. Bagaimana Pengawasan dalam Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran 
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Zakat di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto? 
 
D. Kajian Pustaka 
Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang ada 
kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Semua ini untuk  menunjukan 
bahwa pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau 
dibahas oleh penulis lain sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang 
dianggap perlu memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah 
1. Siti Khofsah, tahun 2011 yaitu dengan judul “Pengawasan Terhadap 
Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat 
Daerah (Bazda) Kabupaten Demak Pada Tahun 2010-2011”. Skripsi ini 
membahas tentang analisis standar pengawasan terhadap pendayagunaan 
dana zakat, infaq dan shadaqah. Serta analisis penentuan pengukuran 
pengawasan dan tindakan koreksi pengawasan di BAZDA Kabupaten 
Demak.
13
 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian Siti Khofsah adalah 
pembahasan mengenai fungsi pengawasan. Perbedaannya adalah penelitian 
Siti Khofsah terfokus pada pengawasan terhadap pendayagunaan dana zakat, 
infaq dan shadaqah, sedangkan penilitian ini terfokus pada pengawasan 
dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah. 
                                                 
13
Siti Khofsah, “Pengawasan Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di 
Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Demak Pada Tahun 2010-2011”. Skripsi. (Surakarta: 
IAIN Walisongo Press, 2011). 
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2. Devi Hidayah Fajar S. Syaban, tahun 2008 yaitu yang berjudul 
“Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi 
Kasus pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah L-ZIS As-Salaam Solo)”. 
Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus 
pada pengelolaan yang bersifat produktif yang ditinjau dari segi hukum 
Islam.
14
 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian Devi Hidayah Fajar S. 
Syaban adalah pembahasan mengenai zakat. Perbedaannya adalah penelitian 
Devi Hidayah Fajar S. Syaban terfokus pada pendayagunaan zakat produktif, 
sedangkan penilitian ini terfokus pada pengawasan dalam mekanisme 
penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah. 
3. Mujiati, tahun 2009 dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan dan 
Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Mal di Dompet Peduli Umat 
Darut Tauhid (DPU DT) Cabang Semarang Tahun 2005-2008 (Perspektif 
Manajemen Dakwah)”. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan 
pengawasan dan implikasinya melalui perspektif manajemen dakwah namun 
berfokus terhadap pengelolaan zakat mal di DPU DT Cabang Semarang 
Tahun 2005-2008.
15
 
                                                 
14
 Devi Hidayah Fajar S. Syaban, “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum 
Islam (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah L-ZIS As-Salaam Solo)”. Skripsi. 
(Surakarta: UMS Press, 2008). 
15
Mujiati,  “Pelaksanaan Pengawasan dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Mal di 
Dompet Peduli Umat Darut Tauhid (DPU DT) Cabang Semarang Tahun 2005-2008 (Perspektif 
Manajemen Dakwah)”. Skripsi. (Surakarta: IAIN Walisongo Press, 2009). 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mujiati adalah 
pembahasan mengenai fungsi pengawasan zakat. Perbedaannya adalah 
penelitian Mujiati terfokus pada pengawasan dan implikasinya terhadap 
pengelolaan zakat mal, sedangkan penilitian ini terfokus kepada pengawasan 
dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di Desa Sapanang Kecamatan Binamu 
Kabupaten Jeneponto. 
b. Untuk mengetahui fungsi pengawasan dalam mekanisme penghimpunan dan 
penyaluran zakat di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 
2. Manfaat Penelitian 
Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis 
dan secara praktis. 
a. Manfaat Teoritis 
1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan khazanah 
keilmuan tentang kaitan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan zakat. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi di 
bidang keilmuan zakat dan pengawasan dalam suatu kegiatan. 
b. Manfaat Praktis 
1. Bagi masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini masyarakat semakin 
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percaya terhadap pengelola zakat di Desa Sapanang. 
2. Bagi pemerintah, semoga penelitian dapat memberikan tambahan informasi 
dan bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat tentang pengawasan terhadap 
pendayagunaan dana zakat yang efektif. 
11 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengawasan 
1. Pengertian Pengawasan 
Pengawasan (controlling) yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan 
seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan 
diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun 
berbagai perubahan terjadi.
1
 
Beberapa ahli manajemen telah mencoba memberikan rumusan tentang 
definisi pengawasan, diantaranya adalah 
Menurut Hasibuan, pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap 
pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai 
tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.
2
 
Iwa Sukiswa mengatakan bahwa pengawasan adalah proses yang menjamin 
bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dituntun ke arah pencapaian 
sasaran atau target yang direncanakan.
3
 
Menurut Mahmud Hawari sebagaimana dikutip oleh Muhammmad Hasan, 
pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan 
                                                 
1
Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, Edisi Pertama 
(Jakarta: Kencana, 2005), h. 8. 
2
S.P Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2005), h. 242. 
3
Iwa Sukiswa, Dasar-dasar Umum Manajemen Pendidikan (Bandung: Tarsito, 1986), h.53. 
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dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah 
ditetapkan dalam perencanaan semula.
4
 
Sedangkan menurut George R. Terry dan Leslie W. Rie dalam bukunya 
Dasar-dasar Manajemen, Controlling untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan-
tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil 
tindakan korektif bila perlu.
5
 
Meskipun para ahli manajemen berbeda pendapat dalam mengemukakan 
definisi pengawasan tetapi pada hakekatnya mereka mempunyai maksud yang sama, 
bahwa pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh 
perbaikan dengan memilih yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada bagi 
pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan organisasi yang ditetapkan. 
Dari hal tersebut, tidak terbayangkan apabila ada suatu organisasi yang di 
dalamnya tidak ada usaha untuk mengetahui tingkat kedisiplinan dalam berpegang 
pada planning dan aturan yang ada. Tugas-tugas sebelumnya berupa, planning, 
organizing, staffing, dan directing, harus berlangsung dalam bentuk yang digariskan 
baginya. Hal itu harus diperhatikan dan diawasi, inilah yang dinamakan dengan 
controlling.
6
 
Selanjutnya, pengawasan merupakan faktor penting terhadap efisiensi 
                                                 
4
Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif (Yogyakarta: 
Idea Press, 2011), h. 25. 
5
 George R. Terry dan Laslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 
2001), h. 10. 
6
Muhammad Abdul Jawwad, Menjadi Manajer Sukses (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 
391. 
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organisasi, demikian juga pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. 
Pengawasan merupakan fungsi yang positif dalam menghindarkan dan memperkecil 
penyimpangan-penyimpangan dari sasaran-sasaran atau target yang direncanakan.
7
 
Di samping itu, pengawasan juga menyangkut kegiatan membandingkan 
antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang ditetapkan. Apabila 
pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. 
Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi 
pengawasan dengan sebaik-baiknya.
8
 
2. Tujuan Pengawasan 
Pengawasan lembaga amil zakat terkait erat dengan program yang 
direncanakan. Karena itu hakekat dari tujuan pengawasan adalah menjamin 
tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan 
berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan. Tujuan 
pengawasan juga bisa berarti untuk memberikan masukan secara integral mengapa 
perjalanan sebuah organisasi tersendat, apakah karena target tujuan yang ingin 
dicapai terlalu tinggi atau karena amilnya yang tidak kompeten sehingga tidak 
mampu melaksanakan.
9
 
Tujuan pengawasan haruslah positif dan konstruktif, yaitu untuk 
memperbaiki, mengurangi pemborosan waktu, uang, material dan tenaga. Di 
                                                 
7
Iwa Sukiswa, Dasar-dasar Umum Manajemen Pendidikan, h.53. 
8
Ig Wursanto, Dasar-dasar Ilmu Organisasi (Yogyakarta: ANDI, 2005), h.270. 
9
Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif, h. 103. 
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samping itu, pengawasan juga bertujuan untuk membantu menegakkan agar 
prosedur, program, standar dan peraturan ditaati, sehingga dapat mencapai efisiensi 
yang setinggi-tingginya. Suatu tindakan yang keliru jika pengawasan bertujuan 
negatif, yaitu untuk mencari kesalahan atau menakuti atau mempersempit inisiatif.
10
 
Menurut Hasibuan, tujuan pengawasan diantaranya
11
: 
1) Agar proses pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari 
rencana 
2) Melakukan tindakan perbaikan (corrective) jika terdapat penyimpangan-
penyimpangan, dan 
3) Agar tujuan yang dihasilkan sesuai rencana. 
3. Tipe Pengawasan 
Pada prakteknya, pengawasan yang sering dilakukan oleh suatu badan 
pengawas ataupun organisasi adalah pengawasan yang dilakukan pada saat awal 
kegiatan atau pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kegiatan berlangsung 
atau pengawasan berjalan, dan pengawasan pada saat setelah kegiatan selesai atau 
pengawasan akhir.
12
 
Pengawasan awal bertujuan untuk mengantisipasi masalah atau 
penyimpangan dari standarisasi atau tujuan kegiatan yang dilakukan.
13
 
Pengawasan berjalan selama kegiatan berjalan. Ini terkait erat dengan cara 
                                                 
10
M.S Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 119. 
11
S.P Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 242. 
12
Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif, h. 3. 
13
Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif, h. 105. 
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penanggulangan yang telah diantisipasi dalam perencanaan awal. Tujuan 
pengawasan adalah menekan kekeliruan. Maka pengawasan berjalan dapat meminta 
evaluasi di tengah kegiatan yang sedang berjalan. Bahkan jika hasil evaluasi tersebut 
mampu melihat penyimpangan atau mustahilnya tujuan dicapai, kegiatan dapat 
dihentikan berdasarkan rekomendasi pengawasan berjalan. 
Pengawasan akhir merupakan pengawasan yang dilaksanakan pada akhir 
kegiatan. Berbeda dengan pengawasan awal dan pengawasan berjalan, pengawasan 
ini kurang aktif. Meski gejala penyimpangan sudah bisa dideteksi, tetapi hasil 
temuan penyimpangan kurang terasa manfaatnya, karena hanya sekedar bahan 
evaluasi yang tidak dapat merubah apapun kegiatan yang dievaluasi. Tetapi 
setidaknya bisa dijadikan bahan penting untuk kegiatan berikutnya. 
4. Tahapan Pengawasan 
Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). 
Tahapnya adalah sebagai berikut: 
a. Penetapan standar pelaksanaan (Perencanaan). 
Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat 
digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target 
pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Jadi standar adalah kriteria tentang 
hasil yang diinginkan atau peristiwa yang diharapkan dengan standar tersebut. 
b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 
Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk 
mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam 
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pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. 
Beberapa pertanyaan yang penting adalah berapa kali pelaksanaan seharusnya 
diukur, harian, bulanan dan tahunan. Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan 
dan siapa yang akan terlibat. 
c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata 
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran 
pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang terus-menerus. Ada berbagai cara untuk 
melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: 
1) Pengamatan (observasi), 
2) Laporan-laporan, baik lisan maupun tulisan,  
3) Metode-metode otomatis, dan 
4) Inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel. 
d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan 
penyimpangan-penyimpangan. 
Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata 
dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapakan. 
Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada 
saat menginterprestasikan adanya penyimpangan. Setelah diketahui adanya 
penyimpangan, maka penyimpangan yang muncul harus dianalisa untuk mengetahui 
mengapa standar tidak tercapai, karena akan berpengaruh pada proses pengambilan 
keputusan untuk pengambilan tindakan selanjutnya. 
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e. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu 
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus 
diambil. Tindakan koreksi berupa 
1) Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu 
rendah); 
2) Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya 
atau kurang); dan 
3) Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan 
penyimpangan-penyimpangan.
14
 
Dari teori tersebut, mengubah standar, pengukuran pelaksanaan dan cara 
menganalisa penyimpangan, merupakan tahapan pengawasan paling akhir dan fital, 
hal ini karena pengambilan tindakan dalam pengoreksian kebijakan sangat 
berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil berikutnya. Sehingga harus 
benar-benar memperhatikan tahapan pengawasan secara hati-hati. 
5. Prinsip Pengawasan 
Dalam hal pengawasan, aktivitas pengawasan membelah dua pihak dalam 
kondisi yang tidak harmonis. Secara psikologis tindakan pengawasan tidak disukai, 
karena posisi pengawas jadi penentu nasib, posisi pengawas di atas dan posisi yang 
diawasi di bawah. 
Dalam hubungan seperti ini sulit membina hubungan kesetaraan. Ada 
                                                 
14
T Hani Handoko, Manajemen Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2008), h. 364-365. 
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beberapa syarat agar pengawasan dalam lembaga zakat dapat diterima dan punya 
hasil yang obyektif, yaitu 
a. Sesuai Prosedur 
Dalam perencanaan sebaiknya pengawasan telah diagendakan sebagai bagian 
yang tidak dapat dipisahkan. Tim pengawas tidak boleh melakukan pengawasan 
setiap saat dan pada siapa saja, serta prosedur pengawasan haruslah jelas. 
b. Memiliki Perencanaan 
Pengawasan juga memiliki rencana apa yang harus diawasi. Inti pengawasan 
melandaskan pada apa tujuan lembaga zakat, siapa sasaran, serta bagaimana kegiatan 
itu dilaksanakan dan seluruh kegiatan lembaga zakat harus sesuai koridor syariah. 
c. Tim Pengawas yang Tepat dan Bersih 
Latar belakang pengawas tidak boleh diabaikan, dalam tim harus ada orang 
yang paham hukum syariah. Jika tim pengawas terdiri atas orang-orang bersih,  
mereka dapat diterima baik oleh pihak yang diawasi. 
d. Tidak Ada Kepentingan 
Tim pengawas tidak boleh memiliki kepentingan sendiri atau kelompoknya. 
Untuk itu dibutuhkan tim pengawas yang kuat pada prinsip, bisa membedakan mana 
kepentingan lembaga dan mana kepentingan kelompok. 
e. Kendali Pimpinan 
Mengingat begitu pentingnya pengawasan demi keutuhan lembaga zakat, 
pastikan tim pengawas langsung berada dalam koordinasi pimpinan tertinggi. Bila 
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perlu tim pengawas bisa berada dalam koordinasi badan pendiri zakat. 
f. Integritas Pimpinan 
Dalam lembaga zakat yang belum terbangun sistemnya, pimpinan menjadi 
kata kunci kesuksesan. Seorang leader harus membangun integritas dirinya. 
Pimpinan harus membuktikan tidak mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga dan 
kelompok. Integritas hakiki bisa diperoleh, jika pimpinan bisa mendorong setiap amil 
untuk menempatkan lembaga zakat menjadi wahana ketaqwaan.
15
 
Sedangkan menurut Terry, prinsip pengawasan ialah pengawasan yang efektif 
membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk 
memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan 
rencana.
16
 
Berdasarkan pendapat para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip 
pengawasan haruslah membawa perubahan pada apa yang diawasi, jika tidak maka 
pengawasan tersebut dapat dikategorikan tidak bermanfaat. 
6. Unsur-unsur Pengawasan Internal 
Agar tercipta suatu pengawasan internal yang baik dan dapat berfungsi secara 
otomatis, maka unsur pokok yang harus dipenuhi adalah 1) adanya struktur 
organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas; 2) sistem 
wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup; 3) 
                                                 
15
Eri Sudewo, Manajemen Zakat : Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar 
(Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 151-153. 
16
George R. Terry, Asas-asas Manajemen alih bahasa Winardi; (Bandung: Alumni, 1986), h. 
396. 
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praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi; dan 
4) karyawan yang jujur serta mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
17
 
Menurut Arrens dan Loebbeck, pengawasan internal terdiri dari 3 unsur yaitu 
lingkungan pengawasan, sistem akuntansi dan prosedur pengawasan. Lingkungan 
pengawasan terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap 
menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris dan pemilik suatu satuan usaha 
terhadap pengawas. 
Sistem akuntansi mengidentifikasi, merakit, mengklarifikasi, menganalisa, 
mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi dan menyelenggarakan pertanggung 
jawaban atas aktivitas yang berkaitan. Prosedur pengawasan adalah kebijakan dan 
prosedur yang ditetapkan oleh manajer untuk mencapai tujuannya, selain dari unsur 
lingkungan pengawasan dan segi-segi akuntansi.
18
 
Ketiga unsur diatas merupakan unsur dasar kebijakan dan prosedur dalam 
lembaga zakat yang dirancang serta diterapkan dalam manajemen guna memberikan 
kapasitas yang layak agar tujuan pengawasan internal dalam amil zakat tercapai. 
7. Karakteristik Pengawasan yang Efektif 
Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi karakteristik 
tertentu. Karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut: 
a. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, ketika datanya 
                                                 
17Siti Khofsah, “Pengawasan Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di 
Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Demak Pada Tahun 2010-2011”, Skripsi (Semarang: 
Fakultas Dakwah UIN Walisongo, 2011), h. 96-97. 
18
Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif, h. 104. 
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tidak akurat dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi keliru 
atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. 
b. Tepat-waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi 
secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. 
c. Obyektif. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap. 
d. Terpusat pada titik pengawasan strategik. Sistem pengawasan harus memusatkan 
perhatian pada bidang di mana penyimpangan dari standar yang paling sering 
terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fital. 
e. Ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling 
tidak sama dengan diperoleh dari sistem yang lain. 
f. Realistis secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis 
dengan kenyataan-kenyataan organisasi. 
g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. 
h. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan 
tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. 
i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus 
menunjukan deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang harus diambil. 
j. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu 
mengarahkan pelaksanaan kerja dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung 
jawab dan berprestasi.
19
 
                                                 
19
Pudji Purwanti dan Mochammad Fattah, “Pengawasan dan Pengendalian”. Situs Slideshare. 
https://www.slideshare.net/mobile/saintskirt/14-pengawasan?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C7148626 
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Menurut Hanafi, pengawasan yang efektif memiliki beberapa karakteristik 
yaitu: 
a. Disesuaikan dengan rencana, tujuan organisasi dan manajer; 
b. Ekonomis, akurat dan Fleksibel; 
c. Obyektif dan bisa dipahami; 
d. Mengarah pada perbaikan; dan 
e. Memfokuskan pada titik strategis.20 
Dari teori diatas, penulis menyimpulkan bahwa karakteristik pengawasan 
yang efektif haruslah dilakukan secara akurat, obyektif dan mampu memberikan 
perbaikan. 
8. Pengumpulan Fakta Pengawasan 
Agar efektif, dalam pengawasan ada beberapa cara untuk mengumpulkan 
fakta-fakta diantaranya: 
a. Peninjauan Pribadi 
Yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat 
dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Cara ini terdapat suatu kelemahan, jika terjadi 
suatu prasangka dari bawahan, hal ini memberi kesan kepada bawahan bahwa 
mereka diamati secara keras. 
Disisi lain cara ini adalah yang terbaik karena dengan cara ini kontak 
langsung antara atasan dengan bawahan dapat dipererat. 
                                                                                                                                          
621 (12 November 2016), h. 5.  
20
Mamduh M. Hanafi, Manajemen (Cet. 1; Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), h. 204. 
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b. Pengawasan Melalui Laporan Lisan 
Dengan cara ini pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta 
melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Wawancara yang diberikan ditujukan 
kepada orang-orang atau segolongan tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal 
yang ingin diketahui terutama tentang hasil sesungguhnya yang dicapai oleh 
bawahannya, dengan cara kedua belah pihak aktif. 
c. Pengawasan Melalui Laporan Tertulis 
Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasannya 
mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang 
diberikan atasannya kepadanya. Dengan laporan tertulis yang diberikan oleh 
bawahan, maka atasan dapat menikmati apakah bawahannya dapat melaksanakan 
tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak atau kekuasaan yang 
didelegasikan kepadanya. 
d. Pengawasan Melalui Laporan Kepada Hal-hal yang Bersifat Khusus 
Pengawasan yang berdasarkan pengecualian adalah suatu sistem pengawasan 
dimana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal pengecualian. Jadi pengawasan 
hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa 
yang istimewa.
21
 
Pengumpulan fakta merupakan langkah strategis dalam melakukan 
pengawasan. Hal ini karena pengawasan akan lebih terarah dengan terkumpulnya 
fakta lapangan mengenai kegiatan yang diawasi. 
                                                 
21
Manullang, Dasar-Dasar Manajemen (Yogyakarta: UGM Press, 2004), h. 178-180. 
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B. Zakat 
1. Pengertian Zakat 
Secara bahasa, zakat berasal dari kata bahasa Arab (كز) berarti kesucian, 
kebersihan atau kebaikan.
22
 Sedangkan menurut istilah, zakat diartikan sebagai 
sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang 
yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.
23
 
Menurut terminologi syariat, zakat adalah kewajiban atas harta tertentu, untuk 
kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu pula.
24
 Selain itu menurut istilah fiqih, 
zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul 
dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf.
25
 
Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 
1) Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (zakah al-nafs), yaitu kewajiban berzakat 
bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa 
dan dibarengi dengan ibadah puasa. 
2) Zakat Mal, kata zakat sepadan dengan kata shodaqoh dan infaq, ketiga istilah 
tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah yaitu 
ibadah yang berkaitan dengan harta. 
Dapat diartikan bahwa zakat adalah istilah dari sesuatu yang diberikan kepada 
                                                 
22
Ahmad Warson Munawwir. Kamus al-Munawwir, edisi 2 (Surabaya: Pustaka Progressif, 
1994), h. 577. 
23
Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat (Semarang: Walisongo Perss, 2009), h. 1. 
24
Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat (Cet 1; Solo: PT. Tiga Serangkai, 2008), h. 13. 
25
M. Damawan Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi (Yogyakarta: Lembaga 
Studi Agama dan Filsafat ( LSAF ), 1999), h. 475. 
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orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan rukun yang telah 
diatur oleh syariat Islam. 
2. Dasar Hukum Zakat 
Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. Ini dapat dilihat 
dalam Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:43. 
                  
 
Terjemahnya: 
dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang 
ruku'.
26
 
 
Dapat disimpulkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam 
terpenting. Shalat dan zakat dijadikan sebagai pelambangan keseluruhan ajaran 
Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan dengan Tuhan dan zakat 
melambang harmonisnya hubungan sesama manusia. Oleh karena itu shalat dan 
zakat merupakan pilar Islam.
27
 Allah swt juga berfirman dalam QS. Adz-
Dzariyat/51: 19 
                
Terjemahnya: 
dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tidak mendapat bagian.
28
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 7. 
27
Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer (Jakarta: 
Salemba Diniyah, 2002), h. 12. 
28
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 416. 
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Dari ayat tersebut Allah swt memberikan peringatan kepada orang-orang 
yang memiliki harta bahwa ada hak orang miskin yang wajib diberikan dan dalam 
QS. al-Maidah/5:55. 
                           
   
Terjemahnya: 
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang 
yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka 
tunduk (kepada Allah).
29
 
 
Dari ayat diatas dapat diambil suatu makna bahwa orang-orang beriman 
adalah mereka yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tunduk kepada Allah. 
Ayat ini juga menjelaskan bahwa salah satu syarat kesempurnaan iman seseorang 
salah satunya adalah menunaikan zakat. Hal ini juga terdapat dalam hadits yang 
diriwayatkan Ibnu Umar 
 ُهاللا الَِإ اهاِلإ الَ إناأ ِةادااهاش ٍسإاخَ ىالاع ُم الَإسِإلْا ِّجاإلْااو ِةا اكازلا ِءااتيِإاو ِة الَاصلا ِمااقِإاو ِهاللا ُلوُسار اًداماُمُ اناأاو
 انااضامار ِمإواصاو.ر ح(يراخبلا)    
Artinya 
Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah 
dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan 
zakat, haji dan puasa Ramadhan (HR. Bukhari)
30
 
 
Dari hadits di atas telah dikatakan bahwa Islam dibangun diatas lima 
                                                 
29
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 93. 
30
 Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, dalam Kitab 9 Imam Hadist 
[Software] Lidwa Pusaka i-Software, 2009, hadis no. 7. 
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landasan, salah satunya adalah zakat. Maka disimpulkan bahwa tidak sempurna 
Islamnya seseorang jika tidak mengeluarkan zakat. 
 
C. Pengelolaan Zakat 
1. Sistem Organisasi Pengelolaan Zakat 
Di Indonesia, pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis instansi, yaitu 
Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Struktur organisasi BAZ dan LAZ 
biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing instansi.
31
 
BAZNAS dalam UU No. 23 Tahun 2011 merupakan lembaga yang 
berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
32
 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 
c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan 
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.33 
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, 
                                                 
31
Khasanah, Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Malang: 
UIN MALIKI PERSS, 2010), h. 64. 
32
Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 
Bab 2, Pasal 6. 
33
 Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 
Bab 2, Pasal 7. 
  
28 
 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
34
 
Dari hal diatas diketahui bahwa pengelolaan zakat secara melembaga 
haruslah terencana, terkendali dan terawasi (memiliki pelaporan dan 
pertanggungjawaban). 
2. Asas Pengelolaan Zakat 
Untuk mengelola zakat secara baik dan benar, pengelola zakat haruslah 
memiliki beberapa asas pengelolaan zakat. Asas tersebut adalah amanah, 
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. 
1) Amanah adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya. 
2) Kemanfaatan adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. 
3) Keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan 
secara adil. 
4) Kepastian hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan 
kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. 
5) Terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam 
upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 
zakat. 
6) Akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan 
                                                 
34
 Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 
Bab 2, Pasal 17. 
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diakses oleh masyarakat.
35
 
Apabila pengelolaan zakat tidak menjalankan salah satu asas tersebut maka 
pengelolaan zakat tersebut tergolong cacat dan akan sulit untuk mencapai tujuan 
pengelolaan zakat. 
3. Pengumpulan Zakat 
a. Para Wajib Zakat 
Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim 
dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan 
syarat-syarat tertentu pula.
36
 Adapun syarat- syarat wajibnya zakat yakni 
kefarduannya ialah 
1) Merdeka 
Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai 
hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, 
mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara 
menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, 
karena hartanya tidak dimiliki secara penuh.
37
 
2) Islam. 
Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan 
                                                 
35
Republik Indonesia. Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Zakat.II. Pasal Demi Pasal, Pasal 2. 
36
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun. dkk (Cet. II; Jakarta: Litera Antar 
Nusa, 2011), h. 96. 
37
Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab Terj. Agus Effendi dan Bahruddin 
Fannany (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 98. 
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ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para fuqaha 
tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal, yaitu : 
Pertama, menurut mazhab Syafi'i, tidak sedikit pun harta yang diambil dari 
mereka kecuali dengan adanya perjanjian dikalangan mereka. Dengan demikian, jika 
seorang kafir mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya, harta itu 
hendaknya diambil. Namun jika tidak ada perjanjian diantara mereka, tidak 
sedikitpun harta yang diambil dari kafir tersebut. Dia memiliki kekayaan yang 
mencapai nishab, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati. 
Kedua, menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat 
bahwa khusus orang Nasrani dari Bani Tughlub, zakatnya dilipat gandakan karena 
sebagai pengganti upeti.
38
 
3) Baligh dan Berakal 
Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, 
zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak 
termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. Sedangkan 
menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu zakat 
tidak wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila tetapi dikeluarkan oleh 
walinya.
39
 
4) Harta yang wajib dizakati dan Dimiliki Sepenuhnya 
Harta yang dizakati disyaratkan produktif, sebab salah satu makna zakat 
                                                 
38
Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, h. 99. 
39
Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, h. 100. 
  
31 
 
adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang yang 
produktif.
40
 Mazhab Hanafi berpendapat yang dimaksud milik penuh ialah harta yang 
dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki.
41
 
5) Melebihi Kebutuhan Pokok 
Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari 
utang dan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa 
mencegah seseorang dari kebinasaan.
42
 
6) Mencapai Nishab dan Haul 
Nishab ialah standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan 
syariat Islam. Jika kurang dari jumlah tersebut maka tidak wajib dizakati. Setiap jenis 
harta zakat memiliki nishab tersendiri. 
Haul adalah berlalunya masa 12 bulan qomariyah (1 tahun dalam hitungan 
hijriah) sejak harta itu mencapai nishab, kecuali tanaman karena zakatnya wajib 
dikeluarkan pada setiap panen.
43
 
7) Tidak Berhutang 
Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan 
hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah. 
b. Berbagai Jenis Subyek Zakat 
Jenis-jenis harta yang dikenai zakat adalah 
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Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, h. 101. 
41
Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, h. 102. 
42
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1) Emas, Perak dan Uang 
Harta kekayaan ini sudah dimilikinya secara penuh selama satu tahun penuh 
dan sanpai nisabnya. Nisab emas adalah 96 gram emas murni dan kadar zakatnya 
2,5% dan untuk emas yang berfungsi sebagai perhiasan, zakatnya dikeluarkan cukup 
sekali selama memilikinya. 
Nisab perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan ukuran 672 gram yaitu 
2,5%. Nisab uang baik giral maupun cartal adalah 96 gram emas. Bila disimpan 
cukup setahun zakatnya adalah 2,5%. 
2) Perdagangan dan Perusahaan 
Setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua 
barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya 2,5%, 
nishabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. 
3) Hasil Pertanian, Hasil Perkebunan dan Hasil Perikanan 
Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan zakat hasil bumi. 
Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus 
dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang 
diairi atas usaha penanaman sendiri dan 10% jika pengairannya dengan air hujan 
tanpa usaha yang menanam.
44
 
4) Hasil pertambangan, Barang Temuan (Rikaz) dan Hasil laut 
Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, 
seperti emas, perak, besi, kuningan dan timah. Barang temuan (rikaz) adalah harta 
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pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang ditemukan 
diatas permukaan bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut seperti 
mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut. 
Nishab barang tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5%. Hasil laut 
kadarnya 20% atau 5% sesuai dengan kesulitan. Sedangkan barang temuan kadar 
zakatnya 20%. 
5) Hasil peternakan 
Merupakan binatang ternak yang wajb dizakati adalah binatang-binatang 
yang oleh orang Arab disebut al-an'am yaitu unta, sapi, termasuk pula kerbau, 
kambing, dan domba. Nishab zakat binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada 
tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal itu karena ketiga jenis binatang tersebut 
populasinya cukup banyak dan mampu berkembang biak dengan pesat. Nishab 
minimal kepemilikan hewan ternak kambing adalah 40 sampai 120 ekor,  kuda dan 
sapi 30 sampai 59 ekor dan nishab unta 5 sampai 9 ekor.
45
 
6) Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi) 
Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi. 
Nisabnya setara dengan 85 gram emas yaitu 2,5%.
46
 
Penghitungan zakat maal disesuaikan dengan nishab, kadar dan waktunya 
ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh lembaga 
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pengelola zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar 
pemberitahuan muzzaki. 
Lembaga pengelola zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam 
pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada di bank atas permintaan muzzaki.
47
 
Tata cara pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara pemungutan atau 
pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi. 
4. Penyaluran Zakat 
Di zaman Rasulullah saw, yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya, para 
muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada Baitul Mal, kemudian para petugas 
atau amil mendistribusikannya kepada para mustahiq. Untuk mendistribusikannya 
antara lain mencakup penentuan cara yang paling baik untuk mengetahui para 
penerima zakat, kemudian meakukan klasifikasi dan menyatakan hak-hak mereka, 
menghitung jumlah kebutuhan mereka dan menghitung biaya yang cukup untuk 
mereka dan kemudian meletakkan dasar-dasar yang objektif dalam pembagian zakat 
sesuai dengan kondisi sosialnya. 
Amil hendaknya menyerahkan hak asnaf secara langsung dengan disaksikan 
amil lain ditempat mereka berada, tanpa mereka yang harus datang mengambil, di 
mana para mustahiq harus menunggu untuk mendapatkan bagian zakat.
48
 
Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan 
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kesenjangan sosial. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan 
bertanggung jawab, pengelolaan dapat dilakukan oleh masyarakat bersama-sama 
dengan pemerintah. Bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan 
skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
49
 
Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus segera disalurkan 
kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam 
program kerja.
50
 
a. Sasaran Penyaluran Zakat 
Zakat itu dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahiq, 
hal ini terdapat dalam QS. At-Taubah/9:60 
                          
                         
Terjemahnya: 
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
51
 
 
Berdasarkan ayat di atas memberi keterangan bahwa mustahiq ini dibagikan 
dalam delapan kelompok yang disebut asnaf, yaitu 
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1) Fakir dan Miskin 
Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama 
diberi harta zakat. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak 
menghapuskan kemiskinan dalam umat Islam. 
Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena ada 
uzur syar’i seperti tua, sakit atau sibuk mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk 
kepentingan masyarakat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara wajar. 
Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan 
keluarganya secara wajar meskipun memiliki pekerjaan dan penghasilan.
52
 
2) Pengurus zakat (amil)  
Yang dimaksudkan dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan 
segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara 
dan penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat 
keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. 
3) Muallaf 
Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau 
keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka 
atas kaum Muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela 
dan menolong kaum Muslimin dari musuh. 
4) Memerdekakan budak (riqab) 
Riqab adalah bentuk jamak dari raqabah. Istilah ini dalam al Qur’an artinya 
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budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (amah). Membebaskan 
budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang 
mengikatnya. 
5) Gharimun (orang yang berutang) 
Menurut Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad bahwa orang yang mempunyai 
utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya 
tersendiri. Pertama untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua orang yang 
mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat. 
6) Fisabilillah 
Diantara para ulama dahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti 
sabilillah tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan 
tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup semua perbuatan-perbuatan 
baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut. 
7) Ibnu Sabil 
Ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang 
bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi 
untuk memenuhi kebutuhan, karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan 
bukan untuk maksud maksiat.
53
 
b. Syarat Penyaluran Zakat 
Dari hasil pengumpulan zakat disalurkan untuk mustahiq. Penyaluran ini 
dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut 
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1) Dari hasil pendatan dan penelitian mustahiq 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, 
amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. 
2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi 
kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. 
3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.54 
Berdasarkan persyaratan tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah 
orang-orang yang paling tidak berdaya dalam wilayah masing-masing. Apabila hal 
tersebut telah terpenuhi maka penyaluran zakat dapat disalurkan ketempat lain. 
5. Pengawasan Zakat 
Lembaga zakat merupakan lembaga yang lahir karena tuntutan Islam. Oleh 
karena itu, dalam prakteknya lembaga zakat harus mematuhi koridor syariah. 
Berbagai program boleh dikemas sesuai dengan kemampuan ijtihadi, asal 
tidak lepas dan menyimpang dari prinsip syariat. Oleh dari itu dalam lembaga zakat, 
pengawasan dibedakan atas dua substansi, yakni: 
a. Secara fungsional, pengawasan telah built-in melekat dalam diri setiap amil. 
Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpangan telah dikikis tiap amil. 
Pengawasan melekat ini, secara tegas memposisikan amil menjadi pengawas 
setiap program. 
b. Secara formal, lembaga zakat membuat dewan syariah. Kedudukan Dewan 
Syariah dilembagakan secara struktural dan disahkan melalui surat keputusan 
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badan pendiri. Hak dan wewenang dewan syariah adalah melegalisasi setiap 
program lembaga zakat, dewan syariah juga berhak menghentikan program yang 
menyimpang dari ketentuan syariah. Dewan syariah diisi oleh tim yang terdiri 
atas beberapa orang yang dianggap ahli di bidangnya.
55
 
Ada pula jenis-jenis pengawasan yang lain, di antaranya : 
a. Pengawasan internal dan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh 
orang dari badan/unit/di dalam lingkungan LPZ. Pengawasan ini dilakukan 
dengan cara pengawasan dari atasan ke anggota/pegawai langsung atau 
pengawasan melekat. Gunanya untuk melihat, memeriksa, dan mengawasi 
kinerja dari para anggota/ pegawai dari instansi tersebut. Sedangkan pengawasan 
ekstern adalah pengawasan yang dilakukan di luar dari badan/unit/instansi 
tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 E: "Untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan 
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Pengawasan ini dilakukan diluar 
badan/unit/ instansi yang bersangkutan, tetapi masih berpengaruh dengan 
instansi tersebut. 
b. Gunanya untuk melihat, memeriksa, dan mengawasi kinerja dari para anggota/ 
pegawai dari instansi tersebut. Sedangkan pengawasan ekstern adalah 
pengawasan yang dilakukan di luar dari badan/unit/instansi tersebut. Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 23 E: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan 
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yang bebas dan mandiri". Pengawasan ini dilakukan diluar badan/unit/instansi 
yang bersangkutan, tetapi masih berpengaruh dengan instansi tersebut. 
c. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan 
pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 
d. Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif (dekat) merupakan jenis 
pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. 
e. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran materil mengenai 
maksud dan tujuan pengeluaran. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan 
kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah 
sesuai dengan peraturan atau tidak, tidak kedaluwarsa dan hak itu terbukti 
kebenarannya. Sedangkan pengawasan kebenaran materil mengenai maksud dan 
tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran, apakah telah 
memenuhi prinsip ekonomi atau tidak, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan 
dengan beban biaya yang serendah mungkin.
56
 
Dengan demikian, kehadiran pengawas zakat sangat diperlukan guna 
mengetahui pengelola zakat telah berjalan sebagaimana mestinya, hal ini pula 
sebagai pedoman evaluasi bagi pihak pengelola untuk meningkatkan program kerja 
yang benar-benar memberikan solusi untuk setiap penyimpangan yang terjadi. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang bersifat atau 
memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau 
sebagaimana adanya, dengan tidak diubahnya dalam bentuk simbol-simbol atau 
bilangan.
1
 Pengumpulan datanya dari informan dengan bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, 
motivasi maupun tindakannya dan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode alamiah.
2
 Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sapanang 
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen. 
Adapun yang dimaksud dengan pendekatan manajemen dalam penelitian zakat 
adalah peneliti meminjam teori-teori yang telah mapan dalam bidang disiplin ilmu 
manajemen untuk mengungkapkan dan menjelaskan mengenai suatu fenomena atau 
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gejala yang terkait dengan pengawasan dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. 
 
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek data dari mana data dapat 
diperoleh.
3
 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan sumber data lapangan dan keperputakaan yang digunakan untuk 
memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya adalah 
1. Data primer 
Data primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung dari objek yang 
akan diteliti (informan). Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan para 
responden  yang dalam hal ini adalah Hasyim Karaeng Ngerang (penyalur zakat), 
Pattadurung Dg Erang (pengawas amil zakat), Sahabuddin (penghimpunan zakat) 
dan dokumen pengelola zakat fitrah di Desa Sapanang. 
2. Data sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi, 
literature-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk 
memperoleh kebenaran yang di pandang ilmiah dalam penelitian terhadap hasil yang 
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diperoleh secara keseluruhan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Library research (penelitian kepustakaan) 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan adalah dengan 
membaca buku, literatul dan artikel yang berhubungan dengan penelitian yang 
dilakukan. Cara yang dilakukan berhubungan dengan penelitian kepustakaan yakni: 
a. Kutipan langsung yaitu kutipan suatu literatur yang sesuai dengan aslinya tanpa 
mengadakan perubahan pada redaksi makna dan tanda baca. 
b. Kutipan tidak langsung yaitu mengutip pendapat orang lain atau pendapat para 
ahli dengan mengadakan perubahan baik dari segi redaksi maupun tanda baca 
namun maksud dan tujuannya sama. 
c. Ikhtisar yakni penelitian mengadakan penyaringan pendapat para ahli untuk 
membuat suatu kesimpulan. 
2. Field research (penelitian lapangan) 
Field research (penelitian lapangan) yakni turun langsung ke lokasi penelitian 
untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. 
Dalam pengumpulan data melalui metode ini, paling tidak ada tiga teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu: 
a. Observasi 
Observasi adalah pengamatan terhadap objek yang digunakan alat indra.
4
 
Dengan melakukan pengamatan langsung kepada objek yang diteliti. Observasi 
                                                 
4
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. 13; 
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 77. 
  
44 
 
merupakan cara pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan sistematis 
terhadap gejala-gejala yang diteliti.
5
 Observasi juga sekaligus merupakan teknik 
untuk membaca secara objektif implementasi pengawasan terhadap pengumpulan 
dan penyaluran dana zakat. 
b. Wawancara 
Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara 
tanya jawab yang sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Pada 
umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu, dan 
masing-masing pihak dapat menggunakan saluran saluran komunikasi secara wajah 
dan lancar. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen.
6
 Didalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dengan mencatat 
atau menggandakan dokumen-dokumen. 
Dokumen-dokumen ini sebagai pelengkap data, karena data yang diperoleh 
dengan metode ini bersifat autentik atau lebih terjamin kebenarannya. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian adalah alat bantu yang 
digunakan dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan untuk 
                                                 
5
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Edisi II (Cet. 3; 
Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 52. 
6
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Edisi II, h. 73. 
  
45 
 
lebih memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data sehingga hasil yang diperoleh 
akan lebih maksimal, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis
7
. 
Telah disebutkan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga 
macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, interview dan dokumentasi. Untuk 
metode observasi, instrumen yang digunakan peneliti adalah pedoman observasi 
yang berisi daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Adapun 
instrumen yang digunakan dalam metode wawancara adalah pedoman wawancara, 
pulpen, buku catatan, sedangkan untuk metode dokumentasi instrumen yang 
digunakan peneliti adalah handphone untuk mendokumentasikan kegiatan. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituliskan dalam bentuk 
laporan lapangan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang 
masih perlu dicari, pertanyaan yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan 
untuk mendapatkan informasi baru dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. 
 Menurut Bodgan dan Biklen, analisis data ialah proses pencarian dan 
penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan 
dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang 
ditemukan.
8
 Analisis data menunjuk pada kegiatan pengorganisasian data ke dalam 
                                                 
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. 13; 
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 219. 
8
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Edisi II (Cet. 3; 
Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 84. 
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susunan tertentu dalam rangka menginterpretasikan data sesuai dengan susunan 
kajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah atau hipotesis 
penelitian.
9
 
Data-data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi atau yang disebut 
dengan catatan lapangan dirangkum, diseleksi dan dimasukkan ke dalam fokus 
permasalahan yang ada, hal ini termasuk kedalam kategori analisis yang disebut 
reduksi data. Sumber dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada 
pelukisan atau pengaturan tentang hal yang berhasil dimengerti berkenaan dengan 
suatu masalah yang diteliti. 
                                                 
9
Faisal Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial (Cet. 5; Jakarta: Raja Grafido Persada, 
2001). h. 33. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Desa Sapanang 
Desa Sapanang berawal dari sebuah kerajaan kecil yang terdiri dari kerajaan 
Binamu, kerajaan Paitana dan kerajaan Sapanang. Dikatakan Sapanang karena 
kebiasaan masyarakat menggunakan akhiran “eng” dalam kosa kata yang digunakan. 
Sapanang berasal dari kata “Sapana” yang berarti tangga bambu yang digunakan 
untuk naik kegunung Raja Binamu dengan tujuan melakukan pelantikan raja baru.
1
 
2. Profil Desa 
a. Letak Geografis 
Desa Sapanang adalah satu-satunya desa di antara 12 kelurahan yang ada di 
wilayah Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Desa Sapanang memiliki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
luas wilayah 3348 Km² dengan ketinggian 8-80 Mdlp. Jarak Desa Sapanang dengan 
kecamatan dan ibu kota kabupaten sekitar 4 Km. 
Secara administratif Desa Sapanang berbatasan dengan Desa Jombe di 
sebelah utara, Kel. Balang di sebelah selatan, Kel. Bontoa di sebelah barat serta Kel. 
Empoang utara sebelah timur.
2
 
                                                 
1
 Hasyim Kr. Erang (87 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sapanang, 16 Juni 2017. 
2
 Dokumen, Profil Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tahun 2016. 
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b. Keadaan Penduduk 
Tabel 1: Keadaan Penduduk Desa Sapanang Kecamatan Binamu       
Kabupaten Jeneponto  
No. Dusun KK 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
1 Gandi 83 148 177 325 
2 Ka’nea 249 387 383 770 
3 Sapanang 281 497 518 1.015 
4 Sapiri 156 381 372 753 
5 Sarroanging 148 302 311 613 
Total 917 1.715 1.761 3.476 
Sumber Data: Dokumen (Arsip) Kantor Desa Sapanang Tahun 2017 
Pada tahun 2017 sekitar 3.476 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk 
laki-laki sebanyak 1.715 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.761 jiwa. 
c. Keadaan Ekonomi Masyarakat 
Mata pencaharian penduduk Desa Sapanang pada umumnya adalah petani 
dan peternak. Selain itu masyarakat Desa Sapanang yang lain berprofesi sebagai 
pedagang, PNS, dll. 
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Tabel 2: Pekerjaan Pokok Masyarakat Desa Sapanang Kecamatan Binamu 
Kabupaten Jeneponto 
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1 Petani 1994 
2 Peternak 224 
3 Pedagang 36 
4 Pengusahan Swasta 27 
5 Jasa 333 
6 PNS 72 
Sumber Data: Dokumen (Arsip) Kantor Desa Sapanang Tahun 2017 
Bila memperhatikan hasil pengkajian yang dilakukan oleh KPM dan dibantu 
kader-kader posyandu awal tahun 2017, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
di Desa Sapanang memiliki latar belakang tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. 
Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3: Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sapanang               
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto 
No Dusun Kaya Sedang Miskin Sangat Miskin Jumlah 
1 Sapiri 5 29 75 47 156 
2 Sapanang 14 52 130 85 281 
3 Gandi 9 19 41 14 83 
4 Sarroanging 4 24 70 50 148 
5 Ka’nea 6 50 140 53 249 
Total 38 174 456 249 917 
Sumber Data: Dokumen (Arsip) Kantor Desa Sapanang Tahun 2017 
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Ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat 
kesejahteraan pada masing-masing keluarga yang ada di Desa Sapanang, dari 
917  Kepala Keluarga (KK), 249 KK yang sangat miskin, 456 KK miskin, 174 KK 
sedang, 38 KK yang kaya. 
Adapun indikator yang menjadi pembeda mulai dari kepemilikan rumah, 
pekerjaan, kepemilikan lahan, kepemilikan kendaraan, ternak, perabot rumah tangga 
dan penggunaan air bersih. 
 
B. Pengelolaan Zakat di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten 
Jeneponto 
Dalam melakukan pengelolaan zakat khususnya zakat fitrah, pihak desa 
melakukan kebijakan dengan memberikan legitimasi kepada setiap dusun untuk 
mengelola zakat. Hal ini dilakukan agar pengumpulan zakat tidak berpusat pada 
tempat tertentu.  Lebih lanjut tujuan dari pembagian wilayah zakat juga berguna 
untuk memudahkan pengelolaan zakat di Desa Sapanang. Adapun struktur organisasi 
pengelolaan zakat Desa Sapanang dapat dilihat pada bagan berikut ini 
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Catatan: 
1. Ketua Amil Zakat Dusun 
2. Sekretari 
3. Bendahara 
4. Penasehat 
Struktur Amil Zakat Desa Sapanang 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber Data: Dokumen (Arsip) Amil Zakat Desa Sapanang Tahun 2017 
Pengawas Zakat 
KUA 
Pengawas Zakat 
Pattadurung Dg Erang 
Jufri 
Dusun Sapanang 
1. Haeruddin Dg Sitaba 
2. Rahmat Jaya,S.Pd.I 
3. Rusdi T,S.Pd.I 
4. H. Muh Leo 
Dusun Sarroanging 
1. Bahar 
2. Wawan 
3. H. Isnad Kr. Lontang 
4. Sampara lili 
Dusun Ka’nea 
1. H. Sila 
2. Sanja 
3. Masmuali 
4. Kusnadi 
Dusun Gandi 
1. Sarbini 
2. Hamka 
3. Alimuddin Dg Bilu 
4. Baharuddin Dg Nai 
Dusun Sapiri 
1. Syarifuddin 
2. Rijal 
3. Kharuna 
4. Ramli Temba 
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1. Pengumpulan Zakat 
Kegiatan pengumpulan zakat di setiap dusun dilakukan pada pekan terakhir 
Ramadhan. Untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perhitungan zakat, 
pihak amil mengumumkan di masjid mengenai jumlah liter beras/jagung untuk zakat 
fitrah dan harga beras/jagung jika zakat fitrah dalam bentuk uang. 
Untuk zakat fitrah dalam bentuk uang, amil zakat menetapkan Rp.6000 untuk 
zakat fitrah jenis beras dan Rp.4000 untuk zakat fitrah jenis jagung. Adapun prosedur 
pengumpulan zakat yang dilakukan oleh amil zakat Desa Sapanang adalah 
a. Pengumpulan zakat dilakukan di masjid setiap dusun; 
b. Pihak amil mencatat nama muzakki, jenis zakat dan jumlah tanggungan zakat; 
c. Imam dusun mendoakan muzakki.3 
Hasil zakat Desa Sapanang pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut 
Tabel 4: Hasil Zakat Desa Sapanang/Dusun Tahun 2017 
No Dusun Muzakki 
Zakat Fitrah 
Beras Jagung Uang 
1 Sapiri 538 985 - Rp 800.000,- 
2 Sapanang 581 1.840 - Rp 2.520.000,- 
3 Gandi 254 1.016 - - 
4 Sarroanging 213 486 - Rp 1.486.000,- 
5 Ka’nea 799 2716 116 Rp 1.973.000,- 
Total 2385 7043 116 Rp 6.779.000,- 
Sumber Data: Dokumen (Arsip) Pengawas Zakat Desa Sapanang Tahun 2017 
                                                 
3
Sahabuddin (56 tahun), Penghimpun Zakat Desa Sapanang, Wawancara, Sapanang, 29 Juni 
2017. 
  
53 
 
Dari hasil pengumpulan zakat tersebut, terjadi selisih antara jumlah muzakki 
dan jumlah masyarakat Desa Sapanang, hal ini karena  sebagian masyarakat 
memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik tanpa perantara amil zakat. 
2. Pendistribusian Zakat 
Dalam melakukan pendistribusian zakat, amil zakat di setiap dusun yang ada 
di Desa Sapanang melakukan peninjauan ke setiap masyarakat dan melakukan 
konsultasi dengan aparat desa maupun tokoh masyarakat guna mengetahui siapa saja 
yang termasuk kedalam golongan mustahik. Hal ini disampaikan oleh tokoh 
masyarakat Desa Sapanang, Hasyim Karaeng Ngerang 
“ketika proses penghimpunan berlangsung, pengurus zakat dibagian 
penyaluran juga mulai mendata orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini 
dilakukan dengan melihat langsung atau bertanya ke pihak desa atau tokoh 
masyarakat”4 
 
Setelah data mustahik telah diselesaikan, amil zakat kemudian menyalurkan 
hasil kepada mustahik secara langsung dengan datang kerumah mustahik. Adapun 
hasil dari pendistribusian zakat di Desa Sapanang dapat dilihat pada tabel berikut 
Tabel 5: Pendistribusian Zakat Desa Sapanang/Dusun Tahun 2017 
No Dusun Mustahik 
Zakat Fitrah 
Beras Jagung Uang 
1 Sapiri 96 985 - Rp 667.000 
2 Sapanang 190 1.840 - Rp 2.367.000 
3 Gandi 100 1016 - - 
                                                 
4
Hasyim Karaeng Ngerang (83 tahun), Penyalur Zakat Desa Sapanang, Wawancara, 
Sapanang, 26 Juni 2017. 
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4 Sarroanging 60 486 - Rp 1.312.000 
5 Ka’nea 128 2716 116 Rp 1.847.000 
Total 574 6667 116 Rp 6.228.000 
Sumber Data: Dokumen (Arsip) Pengawas Zakat Desa Sapanang Tahun 2017 
 
Untuk memperjelas penyaluran hasil zakat disetiap dusun, silahkan 
perhatikan tabel-tabel berikut ini. 
Tabel 6: Konsumsi Zakat Dusun Gandi Tahun 2017 
Dusun Mustahik 
Zakat Fitrah 
Beras Jumlah 
Gandi 
84 10 840 
16 11 176 
Total 100 1016 
Sumber Data: Dokumen (Arsip) Pengawas Zakat Desa Sapanang Tahun 2017 
 
Tabel 7: Konsumsi Zakat Dusun Sapiri Tahun 2017 
Dusun Mustahik 
Beras Uang 
Liter Jumlah Rp Jumlah 
Sapiri 
45 5 225 - - 
30 8 240 - - 
10 20 200 Rp 20.000 Rp 200.000 
7 20 140 Rp 60.000 Rp 420.000 
3 50 150 - - 
1 30 30 Rp 47.000 Rp 47.000 
Total 96 985 Rp   667.000 
Operasional Penyaluran Rp   133.000 
Sumber Data: Dokumen (Arsip) Pengawas Zakat Desa Sapanang Tahun 2017 
  
55 
 
Tabel 8: Konsumsi Zakat Dusun Ka’nea Tahun 2017 
Dusun Mustahik 
Beras Jagung Uang 
Liter Jumlah Liter Jumlah Rp Jumlah 
Ka'nea 
105 20 2100 - - Rp12.000 Rp1.260.000 
4 50 200 9 36 Rp42.000 Rp168.000 
8 50 400 10 80 Rp42.000 Rp336.000 
1 3 3 - - Rp6.000 Rp6.000 
3 2 6 - - Rp6.000 Rp18.000 
4 1 4 - - Rp8.000 Rp32.000 
3 1 3 - - Rp9.000 Rp27.000 
Total 128 2716 116 Rp   1.847.000 
Operasional Penyaluran Rp      126.000 
Sumber Data: Dokumen (Arsip) Pengawas Zakat Desa Sapanang Tahun 2017 
 
Tabel 9: Konsumsi Zakat Dusun Sarroanging Tahun 2017 
Dusun Mustahik 
Beras Uang 
Liter Jumlah Rp Jumlah 
Sarroanging 
44 4 176 Rp16.000 Rp704.000 
8 8 64 Rp16.000 Rp128.000 
6 31 186 Rp60.000 Rp360.000 
2 30 60 Rp60.000 Rp120.000 
Total 60 486 Rp      1.312.000 
Operasional Penyaluran Rp         104.000 
Sumber Data: Dokumen (Arsip) Pengawas Zakat Desa Sapanang Tahun 2017 
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Tabel 10: Konsumsi Zakat Dusun Sapanang Tahun 2017 
Dusun Mustahik 
Beras Uang 
Liter Jumlah Rp Jumlah 
Sapanang 
160 6 960 Rp  10.000 Rp 1.600.000 
2 60 120 Rp  50.000 Rp    100.000 
1 60 60 - - 
1 60 60 Rp100.000 Rp    100.000 
1 40 40 Rp  40.000 Rp      40.000 
1 30 30 Rp  50.000 Rp      50.000 
1 30 30 - - 
5 10 50 Rp  10.000 Rp      50.000 
1 11 11 Rp  10.000 Rp      10.000 
1 10 10 - - 
2 6 12 Rp    6.000 Rp      12.000 
1 10 10 Rp    6.000 Rp        6.000 
4 50 200 Rp  50.000 Rp    200.000 
1 50 50 Rp  40.000 Rp      40.000 
1 50 50 Rp  30.000 Rp      30.000 
3 30 90 Rp  20.000 Rp      60.000 
1 20 20 Rp  25.000 Rp      25.000 
2 10 20 Rp  15.000 Rp      30.000 
1 17 17 Rp  14.000 Rp      14.000 
Total 190 1840 Rp     2.367.000 
Operasional Penyaluran Rp       153. 000 
Sumber Data: Dokumen (Arsip) Pengawas Zakat Desa Sapanang Tahun 2017 
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Berdasarkan tabel sebelumnya, terjadi perbedaan konsumsi zakat antar 
mustahiq disetiap dusun, hal itu karena pihak amil zakat setiap dusun menyalurkan 
zakat berdasarkan tingkat kebutuhan mustahik yang melalui pertimbangan yang 
dilakukan oleh penyalur zakat dan dewan penasehat. Dengan cara ini diharapkan 
hasil zakat tersalurkan secara adil dan merata kepada setiap mustahik. 
 
C. Pengawasan dalam Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di 
Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto 
Pengelolaan zakat yang dilakukan Desa Sapanang sudah menerapkan fungsi-
fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan para 
pengurus dan proses akhir yang tidak boleh ditinggalkan adalah pengawasan. 
Pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan di Desa Sapanang bertujuan 
agar zakat benar-benar tersalurkan kepada orang yang tepat dengan porsi yang sesuai 
kebutuhan masing-masing mustahik. 
Selain itu pengawasan juga untuk memastikan setiap amil melaksanakan 
tugas sesuai dengan jabatan yang diamanatkan serta mengurangi kesalahan kerja 
yang kemungkinan terjadi selama proses pengelolaan zakat. 
Pengawasan zakat  di Desa Sapanang terbagi menjadi pengawasan internal 
dan pengawasan eksternal.  
1. Pengawasan Internal 
Pengawasan internal di Desa Sapanang berupa 
a. Pengawasan yang dilaksanakan oleh unsur pengawas yang bertugas melakukan 
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pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Amil Zakat yang meliputi 
pelaksanaan administrasi, teknis pengumpulan dan penyaluran zakat. Apabila 
terjadi kesalahan didalamnya unsur pengawasan memberikan arahan melalui tim 
penasehat yang ada disetiap dusun. Hal ini disampaikan oleh Pattadurung Dg 
Ngerang selaku pengawas zakat 
“setiap dusun memiliki pengawas yang  bertugas untuk mengawasi jalannya 
penghimpunan dan penyaluran zakat. Pengawasan ini dilakukan oleh 
penasehat dan masyarakat juga bisa ikut andil didalamnya”5 
 
Setiap pelanggaran atau penyimpangan yang terbukti, oleh komisi 
pengawas akan mendapatkan teguran langsung dan tegas, sebisa mungkin 
komisi pengawas menghindari jalur pidana (hukum) bagi pelaku penyimpangan. 
Akan tetapi tidak menutup kemungkinan timbulnya hukum sosial bagi 
pelakunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengawasa zakat, yaitu 
“tidak ada tindak pidana (hukum) bagi pengurus yang melakukan 
penyimpangan karena ini masalah amaliah (pahala). Ketika pengurus zakat 
menyeleweng maka dia sendiri yang akan mendapat ganjaran dari Allah swt 
dan akan dibenci oleh masyarakat”6 
 
b. Pemantauan pengawas di Desa Sapanang, melalui laporan akhir pengelolaan 
zakat. Laporan pengelolaan zakat setiap dusun diserahkan oleh sekretaris kepada 
badan pengawas. 
Setiap laporan tersebut akan diteliti oleh unsur pengawas dan dilakukan 
evaluasi, jika ada masalah dalam laporan tersebut maka komisi pengawas memanggil 
                                                 
5
Pattadurung Dg Ngerang (68 tahun), Pengawasan Zakat Desa Sapanang, Wawancara, 
Sapanang, 28 Juni 2017. 
6
Pattadurung Dg Ngerang (68 tahun), Pengawasan Zakat Desa Sapanang, Wawancara, 
Sapanang, 28 Juni 2017. 
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pihak yang bersangkutan dan memberikan arahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Pengawasan dalam pelaksanaan penghimpunan meliputi sejauh mana bidang 
penghimpunan melakukan administrasi bagi muzakki. Sedangkan pengawasan dalam 
pelaksanaan bidang pendistribusian berupa teknis penyeleksian terhadap calon 
mustahik dan kadar zakat yang diberikan kepada masing-masing mustahik. 
Teknisnya melalui peninjauan ke setiap masyarakat dan melakukan konsultasi 
dengan aparat desa maupun tokoh masyarakat guna mengetahui siapa saja yang 
termasuk kedalam golongan mustahik. 
2. Pengawasan Eksternal 
Pengawasan eksternal di Desa Sapanang dilakukan Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Binamu. Hal ini sebagai bentuk transparansi Desa Sapanang 
dalam mengelola zakat. 
Pengawasan yang dilakukan oleh KUA meliputi hasil penghimpunan dan 
penyaluran zakat. Laporan akhir dari proses pengelolaan zakat diserahkan oleh badan 
pengawas tingkat desa kepada KUA yang selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh 
pihak KUA apakah terjadi penyimpangan atau tidak. 
Desa Sapanang tergolong sukses melakukan pengelolaan zakat, hal ini 
dibuktikan dengan tidak adanya teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada 
amil zakat yang dilakukan oleh KUA. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada 
bab sebelumnya, berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil 
mengenai fungsi pengawasan dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat 
di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.  
1. Pengelolaan zakat di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten 
Jeneponto meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat. Penghimpunan 
zakat Desa Sapanang dilakukan di setiap dusun dengan tujuan mempermudah 
masyarakat dalam mengumpulkan zakat, prosedur pengumpulan tersebut meliputi 
pencatatan nama muzakki, jenis zakat dan jumlah tanggungan zakat. Penyaluran 
zakat yang dilakukan oleh amil zakat Desa Sapanang masih tergolong tradisional, 
yaitu menyalurkan zakat dengan bentuk konsumtif yang sifatnya hanya sementara 
tetapi dengan kadar zakat yang disesuaikan dengan kondisi mustahik. 
2. Pengawasan zakat di Desa Sapanang terdiri dari pengawasan internal dan 
eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh amil 
zakat, dengan tugas mengawasi alur administrasi zakat, penyaluran zakat kepada 
yang berhak dan laporan pengelolaan zakat. Sedangkan pengawasan eksternal 
dilakukan oleh KUA Kecamatan Binamu sebagai bentuk transparansi amil zakat 
Desa Sapanang dalam mengelola zakat.  
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B. Implikasi Penelitian 
1. Pengelolaan zakat di Desa Sapanang yang masih bersifat tradisional perlu 
lebih dibenahi guna mencapai tujuan zakat yang mampu memberikan perubahan 
kesejahtraaan kepada mustahik. 
2. Amil zakat Desa Sapanang perlu membuat standar pengelolaan zakat agar 
pengawasan dapat lebih terarah. 
3. Laporan pengelolaan zakat Desa Sapanang, khususnya penyaluran zakat 
harus lebih jelas kepada siapa zakat diberikan guna menghindari penyimpangan 
sasaran zakat. 
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Wawancara dengan Pattadurung Dg Erang (Pengawas Amil Zakat Desa Sapanang) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan Sahabuddin (Penghimpun Zakat Desa Sapanang) 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses Penghmpunan Zakat di Desa Sapanang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses Penyaluran Zakat di Desa Sapanang 
 
Pedoman Wawancara 
Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat 
1. Adakah cakupan area pengumpulan dan penyaluran zakat? 
2. Siapa saja yang terlibat dalam pengumpulan dan penyaluran zakat? 
3. Bagaimana prosedur pengumpulan dan penyaluran dana zakat? 
Pengawasan Pengumpulan dan Penyaluran Zakat 
1. Apa yang melatar belakangi adanya pengawasan terhadap Pengumpulan dan 
Penyaluran Zakat ? 
2. Apa tujuan pengawasan zakat dilakukan? 
3. Bagaimana tahapan dan proses dari pengawasan tersebut? 
4. Apa tindakan tim pengawas ketika terjadi penyimpangan? 
5. Berapa kalikah evaluasi dilakukan oleh tim pengawas dan bagaimana bentuk 
evaluasi tersebut ? 
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